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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATiAR BELiAKANG 

Haik  asiasi  maniusia  (HAM)  meriupakan  hiak  dasiar  yanig  meliekat  pada maniusia  

yaing  diimiliki  tiap  individu  dari  awal  dia  dilahirkan  di  dunia se ibagai  haidiah  diari  

tiuhan,  sedaingkan  hiak  dain  kewiajiban  wiarga  negiara  berupa  pemberiian  diari  negaira.  

Keidua  konisep  terseibut  terimasuk  dailam amiandemen  kediua  Unidang-Undiang  Daisar  

Tahiun  1945.1 Hiak   Asaisi  Maniusia  adailah  seperiangkat  haik  yaing  mielekat  padia  hiakikat  

dain  keberiadaan  maniusia  sebiagai  makhiluk  Tuhian  Yanig  Miaha  Eisa  dain  meriupakan  

anugeriah-Nya  yiang  waijib  diihormati,  dijunjiung  tingigi  dain  dilindiungi  oleih  negaira,  

hukuim,  pemierintah,  dian  setiiap  oranig  demii  kehormiatan  serita  perlinduingan  harikat  

dian  martabait  mianusia. 

Hak  dian  kewajiban  warga  negara  meru ipakan  siuatu  kebutiuhan  pentiing  dairi  

negaira-negiara  demoikrasi  huikum  dian  haruis  dilakisanakan  oleih  wiarga  negiara  

sebagaiimana  diatiur  daliam  pasial  28  A Undanig-Undiang  Daisar  Negiara  Repiublik  

Indionesia  mienyatakan  baihwa  :  Setiiap  oraing  berhiak  unituk  hiidup  sierta  bierhak  

memipertahankan  hidiup  dain  keihidupannya.2  Kejahatan  setiap  harinya  meningkat  

diberbagai  aspek  kehidupan  walaupun  hukum  pidana  atau  pemidaan  telah  diterapkan  

untuk  memberantas  dan  mencegah  terjadinya  kejahatan  dianggap  masih  kurang  

efektif,  sehingga  para  ahli  dalam  be irbagai  disipilin  ilmiu  khususnya  ahli  hu ikum  

pidiana  miulai  melakukan  peneliitian  tidak  haniya  kepada  aituran  huikumnya, tetaipi  juga  

terhadap  kejahatan  itu  sendiri  dan  penyebab  terjadinya  kejahatan.3 

Hukum  diciptakan  unituk  menjaiga  keseiimbangan  dalam  keihidupan  beribagai  

urusain  manuisia.  Hukium  digunakan  sebiagai  pedoiman  bagaimana  manusia  berperilaku  

sebagai  makhluk  sosial  dain  jugia  mengiatur  berbagai  konisekuensi  yanig   didapat  jiika  

individu  melakuikan  keijahatan  aitau  perbiuatan-perbuatan  yanig  merugiikan  oriang  liain.4 

Seibagai  negaria  hukuim  Indionesia  meniegaskan  baihwa  tidiak  aida  indiividu  atau lembaiga  

yaing  beriada  diatas  hukium  atau  bisa  disebut  hukium  memiliki  kedudukan  tertinggi.5  

 
1 Djesika Wongkar, A. Rumokoy, dan Siar, “Pelaksanaan Hak Untuk Hidup Berdasarkan Pasal 28A Undang-Undang Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945”,  vol. 11 no.3, 2013 
2 UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
3 Muliadi, “Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan”. Jurnal Ilmu Hukum vol. 6 no.1, hal. 2, 2012. 
4 Ardhiyani, Widiyaningsih, dan Farhan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Kasus 
Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp,” Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum vol. 17. No. 1 , 2025 
5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Supremasi Hukum 
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Pemerintah  indonesia  sudah  mengambil beberapa  upaya  untuk  memperbaiki  situasi  

ini  dengan  lembaga  terkait  meskipun  masih  banyak  yang  harus  diperbaki,  

dibentuknya  Komisi  Nasional  Hiak  Asaisi  Manuisia  (Komnas  HAM)  sebagai  lembaga  

yang  membantu  atau  melindungi  dan  melaporkan  pelang igaran Hiak Asasii Mainusia  

sebagai  bentuk  upaiya  pemierintah  dailam  melindungi  Haik Asaisi  Mianusia.6 

Tinidak  pidaina  pembunuihan  bereincana  diaitur  dialam  piasal  340  Kitiab  

Unidang-Uindang  Hiukum  Pidaina  (KUHP).  Pembuinuhan  beirencana  merupakan  tindak  

pidana terpisah  serupa  dengan  pembunuhan  ya ing  diaitur  daliam  pasial  338  KUiHP.  

Rumuisan  pembiunuhan  bierencana  meirupakan  pengiulangan  darii  tindak  pidana  

pembuinuhan  daliam  pasial  338  KUiHP,  denigan  tambahain  siatu  unisur  “ dengan  

perencanaan  sebelumnya”.  Hial  inii  berbieda  dengian  pembuinuhan  yanig  diperberat  

yang  sebiagaimana  diaitur  dialam  pasial  339  KUiHP,  yaitu  pengkhianatan  yanig  di ikuti,  

disertai,  atau  di dahului  oleh  perbuaitan  yaing  diapat  di  hukum  dain  dilakiukan  dengian  

makisud  unituk  mempersiapkan  atiau  memfasilitaskan  perbuaitan  tersebut.7 

Sailah  satiu  kasius  pemibunuhan berencana  yaing  pernah teirjadi  dii Sumiatera 

Utiara dan di  sidangkan  dalam  Pengadilan  Negeri  Medan  adalah  kasus  pembunuhan  

Jamaluddin  dengan  tempat  kejadian  perkara  d ii  Perumiahan  Roiyal  Monacio  Bloik  B  

Nio.22   Kel.  Gedu ing  Johior  Kec.  Medain  Joihor  Koita  Median  padia  tanggal  29  

Noveimber  2019.  Zuraidah  Hanum  (41)  sebagai  dalang  atas  pembunuhan  tersebut  

bersama  kedua  rekannya .  Terdakwa  atas  nama  Zuraida  Hanum  yang  dijatuhkan  

vonis  oleh  Hakiim  Penigadilan  Negieri  Median  denigan  hiukuman  pidana  penijara  selama  

seuimur  hiidup  kairena  teilah  terbuikti  secaria  siah  dain  meyakinikan  melaniggar  Pasail  

340  KUiHP,  hial  inii  telaih  dimiuat  dalaim  Puitusan  Noimor  907/Pid.B/2020/PN MiDN.8 

Para  terdiakwa  yang  sedang  menjalankan  pr ioses  peraidilan  piidana  harius  

berpegang  pada  prinisip  praiduga  tidak  bersialah  dian  mienjunjung  tiinggi  sebagaimana  

harkiat  serta  martaibat  mianusia  tainpa  menigabaikan  pelaksanaan  keiadilan.9  Oleh  karna  

itu  upaya  harus  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  pienegak  hukium  tiidak  hainya   

 

 

 
6 Febriani Mustikasari, “Analisis Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial,” Media Hukum Indonesia 2, 
vol. 2, no. 3, hal 561, 2024 
7 Roland Lumbanraja, “Penegakkan Hukum Tindak Pembunuhan Berencana dari Perspektif Hukum Positif di Indonesia”, Jurnal 

IKAMAKUM, vol. 4, no. 1, hal 41, 2024 
8 Ardinal Benni, Maswandi dan Trisna Wessy, “Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Istri Terhadap Suaminya”, Jurnal of 

Education, Humaniora and Social Science, vol. 5, no. 1, hal 461, 2022 
9 Syauket Amalia, Novita Eleanora, “Asas Praduga Tidak Bersalah dan Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia”, Jurnal Raad Kertha vol. 6 no. 1 hal. 1-2, 2023 
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aihli  dialam  bidiang  huikum  tetaipi  jugia  jujuir  dain  bijakisana  tentang  kelemahan  dan  

kekuatan  manusia.  

 Dalam  perkara  pidana  kasus  pembunuhan  berencana,  putusan  hakim  

biasanya  dilihat  dari  segi  aturan  hukum  yang  tertulis  dan  prosedur  hukum  yang  

berlaku.  Yaitu  apaikah  unisur-unsiur  tindak  pidana  dal iam  Paisal 340  KiUHP teliah  

terbukti  atau  tidak.  Jika  unsur  “dengan  sengaja”  dan  “dengan  rencana  terlebih  

dahulu”  terbukti  berdasairkan  ailat  buikti  ya ing  siah  secara  huikum  maka  terdakwa  

dapat  dipidana  sesuai  dailam  Kiitab  Undanig-Uindang  Hiukum  Piidana. 

Berdasiarkan  laitar  beliakang  diatias,  terlihat  bahwa  analisis  terhadap  penerapan  

Pasal  340  KUHP  tidak  cukup  dilakukan  hanya  melakukan  pendekatan  yuridis  formal,  

melainkan  perlu  dikaji  secara  lebih  mendalam  dari  perspektif  perlindungan  hak  hidup  

sebagai  hak  fundamental  yaing  dijiamin  daliam  Uindang-Undaing  Daisar  Neigara  

Riepublik  Indoneisia  Tahiun  1945,  dan  Undiang-Undaing  Noimor  39  Taihun  1999  tentiang  

Haik  Asaisi  Maniusia. 

B. RUMiUSAN  MASAiLAH 

1. Bagaiimana  kedudukan  dan  perlindungan  ha ik  hidup  sebagai  hak  as iasi  maniusia  

dalam  sistem  hukum  Indonesia? 

2. Bagaimana  penerapan  P iasal  340  KiUHP  daliam  Piutusan  No. 907/Pid.B/2020/P iN 

Medan  jika  ditinjau  dari  perspektif  perlindungan  hak  hidup  korban? 

3. Apakah  pertimbangan  dan  putusan  hakim  dalam  perkara  tersebut  telah  

mencerminkan  perlindungan  terhadap  hak  hidup  korban  serta  memenuhi  rasa  

keadilan? 

C. TUJUiAN  PENELiITIAN 

1. Untiuk  mengetahui  kediudukan  dian  bentuk  perlindungan  h iak  hidup  sebagai  haik  

asasi  manusia  dailam  sistiem  hukuim  dii  Indoniesia. 

2. Uintuk  meniganalisis  penerapan  Paisal  340  KUiHP  daliam  Piutusan  Nio. 

907/Pid.B/2020/P iN Medan  ditinjau  dari  perspektif  perlindungan  hak  hidup  

korban. 

3. Untuk  mengevaluasi  apakah  pertimbangan  dan  putusan  hakim  dalam  perkara  

tersebut  telah  mencerminkan  perlindungan  terhadap  hak  hidup  serta  keadilan  

untuk  korban. 

D. MANFiAAT  PENELIiTIAN 
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1. Teoriitis  :  Diharapkian  dapiat  memiberikan  kontriibusi  dalam pengiembangan  ilimu  

hukium  pidana  khususinya  penerapan  P iasal  340  KUHiP  dalam  perkara  

pembiunuhan  beriencana  yanig  dikaitkan  denigan  perspiektif  haik  asaisi  maniusia. 

2. Piraktis     :  Diharaipkan  dapiat  memberi  masiukan  baigi  aparait  peneigak  hukium,  

khususnya  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  perkara  pembunuhan  berencana  

tidak  hanya  pemenuhan  unsur  yuridis  formal  tetapi  juga  mempertimbangkan  

perlindungan  hak  hidup  korban. 

E. KEASLIAN PENELITIAN 

Selama proses penelusuran, penulis menemukan berberapa penelitian yang 

membahasa mengenai ti indak piidana pemibunuhan berenicana dan putu isan N0. 

907/Piid.B/2020/PiN Medan. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar sebagai 

berikut: 

1. Fokus analisis: jika penelitian terdahulu berfokus pada pembuktian unsur materiil 

pasal 340 KHUP dari sisi terdakwa, maka penelitian ini menitikberatkan pada analisis 

perlindungan hak hidup korban sebagai hak asasi yang tak tercurangi (non-ferogable 

rights). 

2. Perspektif keadilan: penelitian ini menggunakan perspektif keadilan substantif, yakni 

melihat apakah putusan hakim tidak hanya benar secara prosedur hukum, namun juga 

adil bagi martabat kemanusiaan korban yang hilang. 

3. Kebaruan: penulis menghubungkan antara doktrin hukum pidana klasik dengan 

instrumen HAM modern yaitu UUD 1945 dan U iU Nio. 39 Tiahun  1999 dalaim 

membedah pertimbangan hakim. 

F. KERANGKA TEORI  

Haik untiuk Hiidup (Rigiht tio Liife) 

Konsepsi haik hiidup merujuk pada pandangan Majda El Muhtaj dalam Dimensi-

Dimensi HAM, yang menyatakan bahwa hak hidup adalah the fundamental of all hak dasar 

yang menjadi tumpuan bagi hak-hak lainnya. Secara konstitusional, Paisal 28A UUiD 1945 

menjaimin haik setiaip oranig untiuk hiidup serita mempeirtahankan hiidup da in kehidupainnya.  

Namun, dalam hukum pidana Indonesia, hak ini dibatasi oleh sanksi pidana mati bagi 

kejaihatan-kejiahatan luiar biasia (extraordinary crimies), termasuk pembunuhan berencana 

yang sangat keji.  Peneliti menggunakan konsep ini untuk melihat pertentangan  
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(dialektika) antara hak hidup terdakwa yang terancam vonis mati dengan hak hidup korban 

yang telah dihilangkan. Konsepsi hak hidup dalam skripsi ini tidak hanya dilihat dari sisi 

normatif HAM internasional, tetapi juga bagaimana negara menafsirkan hak hidup 

tersebut dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya melalui penjatuhan 

sanksi pidana yang setimpal bagi perampas nyawa oriang laiin. 

 

 


